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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes), fungsi suboptimal BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Desa (PADes)/(al-iradat al-maliyah) menjadi pendorong utama penelitian ini. Pendekatan yuridis 

empiris yang dikombinasikan dengan teknik deskriptif kualitatif melalui observasi, dokumentasi, 

dan wawancara merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Temuan studi ini menunjukkan 

bahwa strategi untuk meningkatkan Usaha Milik Desa (Usaha Kecil Menengah) diimplementasikan 

dengan memaksimalkan sumber daya desa dan menciptakan unit usaha berbasis potensi lokal di 

sektor UMKM, pariwisata, dan pertanian. Meskipun kontribusi kuantitatif Usaha Milik Desa 

terhadap perekonomian desa masih kecil, teknik ini memiliki efek kualitatif positif seperti 

penciptaan lapangan kerja, stabilisasi pendapatan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal. 

Dari sudut pandang siyāsah māliyah, administrasi BUMDes telah menunjukkan nilai-nilai keadilan 

distributif dan kesejahteraan, tetapi untuk mengembangkan Usaha Milik Desa secara berkelanjutan, 

tata kelola, manajemen profesional, dan tanggung jawab keuangan masih perlu ditingkatkan. 

 

Kata Kunci: BUMDes, PADes, Siyasah Maliyah 
 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam kerangka Republik Indonesia yang bersifat Kesatuan, desa merupakan tingkat 

pemerintahan terendah (Hanif, 2011; Andora, 2011). Pada prinsipnya, desa memiliki kewenangan 

sendiri untuk mengelola, membangun, dan menyediakan layanan bagi masyarakat desa (Pakaya, 

2016). Tugas utama pemerintah desa adalah merencanakan pembangunan desa, melaksanakannya, 

dan memantaunya. Evaluasi pembangunan desa dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintah desa, 

yaitu meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat desa. 

Pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa yang mewakili pemerintah provinsi dan 

kabupaten, memiliki tugas dan peran untuk melaksanakan kampanye kesadaran dan pendidikan 

tentang pentingnya dan fungsi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Pemerintah daerah dapat mendorong dan menginformasikan masyarakat, membantu mereka 

mempersiapkan diri untuk hidup mandiri. Pemerintah desa dapat membantu dan mendukung 

masyarakat dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan, serta memenuhi kebutuhan lain yang 

dapat mendukung dan mempercepat pembentukan BUMDes. 

Selain itu, pemerintah daerah dan pemerintah desa juga berperan sebagai fasilitator dan 

memberikan informasi kepada kader dan petugas BUMdes tentang peraturan atau kebijakan baru 

dari pemerintah agar dapat segera diimplementasikan dalam pengelolaan BUMdes. Informasi ini 
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diharapkan dapat menginspirasi kreativitas masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang 

diinginkan bagi masyarakat. 

BUMDes merupakan jenis usaha yang sepenuhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh 

desa lewat investasi langsung yang berasal dari kekayaan serta potensi yang ada di desa tersebut. 

Badan ini diperkirakan akan menjadi kekuatan signifikan yang dapat mendorong perbaikan 

kesejahteraan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan meningkatkan produktivitas 

ekonomi desa berdasarkan keragaman potensi yang ada di desa. 

BUMDes perlu dibentuk sesuai dengan keinginan semua warga dan masyarakat yang 

ditetapkan melalui Musyawarah Desa (MusDes), yang merupakan forum tertinggi untuk 

menghasilkan berbagai keputusan penting yang mencakup kebijakan dari nama lembaga, pemilihan 

anggota dan pengurus hingga jenis usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes. 

Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kabupaten juga memainkan peran penting dengan 

bertindak sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengaudit kinerja Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) dan seluruh tim manajemennya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan 

secara berkala, sehingga aktivitas BUMDes dapat dipantau dan diperiksa dengan baik. Pemantauan 

dan evaluasi dapat dilakukan sesuai aturan, misalnya setiap triwulan, atau kapan pun diperlukan, 

atau sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan. 

Pemerintah desa, bersama dengan para komisioner, kelompok penasihat, dan masyarakat 

setempat, dapat bekerja sama untuk mengawasi dan memeriksa bagaimana BUMDes dikelola. Hasil 

evaluasi dapat dibagikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat dengan menerbitkan laporan 

yang jelas dan jujur tentang akuntabilitas BUMDes di akhir periode atau di akhir tahun. Kerja sama 

dan kerja tim antara pemerintah dan pengelola BUMDes, bersama dengan partisipasi aktif dari 

masyarakat, perlu terus berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan masyarakat desa yang 

sejahtera, yang membantu menciptakan Indonesia yang lebih maju di mana daerah perkotaan dan 

pedesaan tumbuh secara adil dan merata (Ahmad Sofyan, 2015). 

Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa diharuskan untuk memiliki program 

yang unggul. Pembangunan infrastruktur dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi opsi 

yang dipilih, dan diharapkan BUMDes dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi yang 

produktif, yang diinginkan bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat desa, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Desa Cipancar terletak di wilayah administratif Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. 

Dusun ini memiliki beragam prospek ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM), perdagangan lokal, peternakan, dan pertanian. Untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa, Pemerintah Desa Cipancar telah 

membentuk sejumlah unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tujuan 

BUMDes di Desa Cipancar adalah sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi desa dan sebagai 

sumber utama Pendapatan Asli Desa (PADes)/(al-iradat al-maliyah). 

Usaha milik masyarakat, pengelolaan aset masyarakat, dan kemitraan dengan pihak luar 

merupakan beberapa cara Desa Cipancar menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes)/ (al-iradat 

al-maliyah). Namun, dukungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap PADes belum 

memberikan hasil terbaik secara empiris. Seperti yang disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 1. Jumlah PAD Desa Cipancar Tahun 2023-2024 
 

Tahun Anggaran Total PAD 

2021 62.500.000 

2022 62.500.000 

2023 62.500.000 

2024 15.000.000 

Sumber: APBDes Desa Cipancar 
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Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti kompetensi administratif pengurus BUMDes 

yang belum memadai, mekanisme pelaporan dan akuntabilitas keuangan yang belum memadai, 

serta kurangnya kreativitas dalam pengembangan unit usaha (Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 

4 Tahun 2015). Kenyataannya, BUMDes di Desa Cipancar masih mengalami kesulitan dalam 

mengelola sumber daya dan aset secara efektif sesuai standar tata kelola yang baik (good 

governance). 

Landasan hukum utama bagi operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia 

adalah Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah 

badan hukum yang dibentuk oleh desa dan/atau secara bersama-sama oleh desa untuk mengelola 

usaha, memanfaatkan aset, serta mengembangkan investasi dan layanan ekonomi desa, sesuai 

dengan peraturan ini, yang bersumber dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut, BUMDes adalah lembaga yang berperan serta 

dalam meningkatkan perekonomian desa, memanfaatkan sumber daya desa untuk kesejahteraan 

masyarakat, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2021). 

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa memuat aturan terkait Pendapatan Asli Desa (PADes)/(al-iradat al-maliyah). 

Berdasarkan aturan tersebut, PADes (al-iradat al-maliyah) dihasilkan dari berbagai sumber, 

termasuk hasil usaha, hasil aset desa, swadaya, gotong royong, partisipasi, dan sumber pendapatan 

desa lainnya (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018). Klausul ini memberikan 

keleluasaan yang luas bagi masyarakat untuk mengeksplorasi peluang-peluang penghasil 

pendapatan asli daerah, seperti penyederhanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Untuk memastikan BUMDes benar-benar dapat berfungsi sebagai katalisator perekonomian daerah 

dan alat untuk meningkatkan PADes (al-iradat al-maliyah) yang berkelanjutan, Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 perlu diberlakukan. 

Namun demikian, tujuan dan standar hukum yang ditetapkan dalam kebijakan ini seringkali 

tidak terpenuhi dalam implementasinya di tingkat desa. Beberapa studi menunjukkan bahwa 

mayoritas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia masih menghadapi kendala yang 

signifikan dalam hal pelaporan keuangan, pengawasan, dan perencanaan usaha (Dwi R, 2024:12). 

Keberhasilan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 terhambat oleh permasalahan 

yang masih ada seperti kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, pengelolaan modal 

yang tidak transparan, dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dan pengelola 

BUMDes (Intan, 2024:6). Hal ini juga terjadi di Kabupaten Cipancar, di mana fungsi strategis 

BUMDes dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah belum sepenuhnya terpenuhi dan 

kontribusinya terhadap PADes (al-iradat al-maliyah)masih sangat minim. 

Sudut pandang siyāsah māliyyah, atau politik keuangan Islam, dapat diterapkan dalam 

situasi ini sebagai metode konseptual untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pemerintah 

dijalankan di tingkat desa. Dalam pengelolaan keuangan publik, siyasah maliyah menempatkan 

penekanan kuat pada nilai-nilai keadilan, efisiensi, akuntabilitas, dan kesejahteraan (Zainul, 

2022:45). Menurut para filsuf kuno seperti al-Mawardi dan Ibn Khaldun, pemerintah atau mereka 

yang berada dalam posisi kekuasaan memiliki kewajiban administratif dan moral untuk menangani 

sumber daya publik secara bertanggung jawab demi kemaslahatan rakyat (Mawardi, 2018:20).  

Siyasah Maliyah dan kebijakan ekonomi berbasis Islam lainnya dapat menjadi landasan 

etika untuk mengevaluasi kebijakan publik kontemporer, khususnya di sektor keuangan dan 

ekonomi daerah, menurut sejumlah studi terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji 

unsur hukum yang baik dari implementasi PP No. 11 Tahun 2021 serta sejauh mana nilai-nilai 

Siyasah Maliyah dapat digunakan atau dijadikan standar dalam mengevaluasi BUMDes di Desa 

Cipancar. 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Bagaimana strategi peningkatan Pendapatan Asli Desa oleh Badan Usaha Milik Desa? 

2) Bagaimana dampak pencapaian Pendapatan Asli Desa terhadap neraca perekonomian Desa 

Cipancar? 

3) Bagaimana tinjauan siyasah maliyah terhadap strategi dan neraca pendapatan asli desa 

Cipancar 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris. Karena penelitian ini tidak hanya mengkaji 

ketentuan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertujuan untuk 

memahami bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan di lapangan, metode hukum empiris ini 

dipilih. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menyelidiki seberapa selaras standar 

hukum yang relevan dengan realitas sosial terkini, terutama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) dari sudut pandang siyasah maliyah. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang fenomena, pendapat, dan pengalaman para 

pelaku dan pihak terkait dalam pengelolaan BUMDes, alih-alih bukan untuk mengukur angka atau 

data statistik, metode kualitatif digunakan (Moleong, 2017:4). 

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu pemeriksaan 

terperinci terhadap suatu hal tertentu untuk memberikan gambaran lengkap tentang fenomena yang 

diteliti. Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip siyasah maliyah diterapkan dalam praktik 

pengelolaan ekonomi desa, studi kasus dalam penelitian ini difokuskan pada Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) di Desa Cipancar sebagai lokasi penelitian. Wawancara dangan pengelola 

BUMDes (Asep Rohmat), observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data, yang 

kemudian dikaji secara deskriptif untuk menggambarkan situasi nyata dan mengevaluasi seberapa 

baik kebijakan yang berlaku saat ini diimplementasikan. 

 

C. HASIL PEMBAHASAN 

1. Strategi peningkatan Pendapatan Asli Desa oleh Badan Usaha Milik Desa 

a) Optimalisasi Aset Desa 

Para ahli telah banyak mengeksplorasi gagasan optimalisasi, khususnya dalam hal tata kelola, 

untuk membantu mencapai pembangunan berkelanjutan. Seperti yang dikemukakan 

(Poerwadarminta 2022) dalam bukunya "Kamus Umum Bahasa Indonesia," optimalisasi berarti 

mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang efektif dan efisien. (Winardi,1990) menyatakan 

bahwa optimasi menunjukkan seberapa baik suatu bisnis dalam mencapai tujuannya. Pada dasarnya, 

optimasi adalah tentang memaksimalkan apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan.  

Ketika kita berbicara tentang memaksimalkan aset, Sutrisno, seperti yang dicatat oleh 

(Wahyuni dan Khoirudin, 2020), mengatakan bahwa optimasi aset adalah tentang mengelola aset 

untuk mendapatkan hasil terbaik darinya dalam hal kondisi fisik, lokasi, nilai, jumlah, status hukum, 

dan nilai finansialnya. Ini berarti mencari tahu aset apa yang Anda miliki dan mengurutkannya 

berdasarkan apa yang dapat dilakukannya. (Siregar, 2004) bahwa mengoptimalkan aset berarti 

mencoba memastikan aset tersebut tersedia dan digunakan semaksimal mungkin sambil menjaga 

biaya kepemilikannya serendah mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah melalui 

"analisis penggunaan terbaik dan tertinggi," yang pada dasarnya adalah metode untuk mencari cara 

terbaik untuk menggunakan aset dengan mengurangi risiko atau hambatan apa pun, bahkan untuk 

aset yang saat ini tidak digunakan, menurut Dwi Agus, Riko, dan Hendayana pada tahun 2025. 

Optimalisasi aset desa merupakan strategi utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PADes)/(al-iradat al-maliyah) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya 

dengan memanfaatkan aset 
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produktif desa yang belum dimanfaatkan secara maksimal (Wawancara, dengan Kepala BUMDes, 

07 Januari 2026). Pemanfaatan tanah bengkok milik desa yang dilakukan BUMDes Bina Mandiri 

Desa Cipancar pada sektor pertanian sayuran menunjukkan upaya nyata perubahan aset pasif 

menjadi sumber pendapatan desa yang terus dilakukan (Nurhayati & Suryanto, 2021:58) 

Pengelolaan aset desa oleh BUMDes tidak hanya terfokus pada manfaat ekonomi, namun 

juga fungsi sosial seperti lapangan kerja dan ketahanan pangan desa (Kurniawan, 2018:16). Proyek 

ini sejalan dengan konsep pembangunan pedesaan berbasis aset, yang mendorong pembangunan 

komunitas berdasarkan potensi lokal untuk membangun perekonomian komunitas (Prabowo, 

2019:10) 

 

b) Pengembangan Unit Usaha Baru Berbasis Potensi Desa 

1) Unit Ketahanan Pangan 

Desa ini memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, sehingga cocok untuk dikembangkan 

menjadi potensi pembangunan desa. Hasil pertanian, perkebunan, dan perkebunan dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan gizi mereka, dan juga dapat dijual untuk 

menambah penghasilan. Jika pertanian, perkebunan, dan perkebunan dikelola secara profesional, 

hasilnya dapat berlipat ganda. 

Membawa desa-desa mencapai potensi penuhnya sebagai penghasil pendapatan bagi 

penduduk setempat bukanlah hal yang mudah. Penduduk desa seringkali kurang memiliki motivasi 

dan keterampilan untuk meningkatkan diri, yang menghambat potensi desa. Itulah mengapa 

peningkatan kemampuan masyarakat perlu dimulai dari penduduk desa itu sendiri, pemerintah desa, 

dan organisasi lokal. Semua pihak harus memperhatikan Badan Konsultatif Desa (BPD). (Abdul 

Rahman, dkk, 2020:46). 

Pengembangan unit ketahanan pangan oleh BUMDes Bina Mandiri Desa Cipancar 

merupakan salah satu cara implementasi kebijakan pemerintah di bidang pangan nasional. Fokus 

pada sayuran pertanian merupakan hal yang penting secara strategis karena siklus produksinya 

relatif singkat dan permintaan pasarnya stabil, sehingga dapat menghasilkan peningkatan 

pendapatan desa yang stabil (Putra & Arianti, 2020:102) 

Keberadaan unit ketahanan pangan ini menempatkan BUMDes sebagai lembaga ekonomi 

desa yang berfungsi mengintegrasikan proses produksi, pengelolaan, hingga distribusi hasil 

pertanian, sekaligus memperkuat posisi tawar petani desa terhadap pasar 

 

2) Unit Pariwisata 

Pariwisata merupakan sumber pendapatan potensial bagi desa, karena juga dapat. 

Meningkatnya pendapatan masyarakat juga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kualitas 

lingkungan. Suasana desa yang masih alami jika disajikan dalam lingkungan yang menarik, indah, 

dan bersih, maka akan lebih menarik. Suasana yang ramah dan bersahabat dapat menjadikan suatu 

tempat sebagai destinasi wisata yang menarik.wisatawan (Abdul Rahman, dkk, 2020:45). 

Unit pariwisata merupakan bisnis unggulan yang memanfaatkan potensi wilayah Cipancar, 

yang dikenal sebagai Curug Cijalu sebagai ikon desa. Pengembangan fasilitas pendukung seperti 

kafe atau warung wisata, tenda camping, dan ontang-anting bergerak sebagai alat transportasi bagi 

wisatawan merupakan bentuk diversifikasi bisnis pariwisata desa yang berdampak positif terhadap 

pertumbuhan PAD (Wahyuni & Setiawan, 2020:132). Pengelolaan pariwisata berbasis BUMDes 

terbukti mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian desa melalui keterlibatan aktif 

masyarakat sebagai pelaku usaha dan tenaga kerja lokal (Ibid). 

 

3) Unit Usaha UMKM 

Usaha kecil dan menengah, yang dikenal sebagai UMKM, sangat penting bagi 

perekonomian Indonesia. Karena itu, pemerintah menganggap UMKM vital bagi pertumbuhan 

negara. Pemerintah semakin memfokuskan perhatian pada UMKM, yang penting untuk membantu 
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perekonomian masyarakat miskin. Hal ini terlihat jelas dari kerja sama yang dilakukan oleh usaha 

kecil dan koperasi, yang didukung oleh Kementerian Koperasi dan UMKM (Dewi Suryani Purba, 

2021). 

Pemerintah harus mendukung dan mengakui peran UMKM karena mereka memainkan 

peran penting dalam pertumbuhan dan kemajuan negara. Usaha kecil dan menengah (UMKM) 

unggul dalam menciptakan tenaga kerja yang efisien dan produktif. Alasan penting lainnya adalah 

kemampuan mereka yang lebih baik dalam menangani krisis ekonomi dibandingkan perusahaan 

besar. Terakhir, meningkatkan produktivitas UMKM dengan berinvestasi dan menghasilkan ide-ide 

baru sangat penting, karena hal-hal ini merupakan bagian kunci dan selalu berubah dalam 

menjalankan bisnis. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok utama yang 

mendorong aktivitas ekonomi, dan mereka mencakup lebih dari 99% struktur ekonomi negara 

(ibid). 

UMKM adalah bisnis yang memiliki cara beroperasi khusus dan dibantu oleh hal-hal 

internal perusahaan agar tetap berjalan dengan baik dan berkembang dari waktu ke waktu. Kinerja 

UMKM mengacu pada hasil yang dicapai bisnis dibandingkan dengan tujuan atau standar yang 

telah disepakati bersama. Tujuan ini ditetapkan berdasarkan aturan spesifik tentang ukuran bisnis, 

seperti aset dan jumlah uang yang dihasilkan. 

Pengembangan unit usaha UMKM oleh BUMDes merupakan wujud pemberdayaan 

masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya lokal seperti keripik pisang, keripik singkong 

Cijalu, dan gula aren. BUMDes berfungsi sebagai fasilitator dalam bidang pengelolaan, produksi, 

dan penjualan agar tercipta tambah dan daya saing yang lebih berkualitas (Opcit). Keberadaan unit 

UMKM ini memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk mengembangkan kreativitas dan 

keterampilan, sekaligus menjadi sumber pendapatan alternatif yang berkontribusi terhadap 

penguatan ekonomi desa (Putra & Arianti, Opcit) 

 

2. Dampak pencapaian Pendapatan Asli Desa terhadap neraca perekonomian Desa Cipancar 

Penerapan strategi optimalisasi aset desa dan pengembangan unit usaha berbasis potensi 

lokal telah menunjukkan dampak positif terhadap kondisi ekonomi warga Desa Cipancar. Penelitian 

empiris menunjukkan bahwa aset desa pengelolaan BUMDes tidak hanya meningkatkan sumber 

daya ekonomi lokal tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan 

potensi desa secara bertahap melalui kolaborasi di sektor pariwisata dan UMKM, sehingga fungsi 

aset menjadi lebih produktif untuk pembangunan kolektif (Pertiwi, 2022:217). 

Di sektor pertanian, BUMDes memainkan peran penting dalam menstabilkan harga panen 

(Amanda & Saprudin, 2024). Menurut penelitian, BUMDes yang terlibat dalam mata pencaharian 

berbasis aset atau pengembangan aset lokal berpotensi meningkatkan kekuatan ekonomi desa petani 

karena akses mereka ke pasar lebih terstruktur dan harga mereka lebih stabil dibandingkan dengan 

situasi tanpa desa kelembagaan. Aktivitas ini juga berdampak pada kepastian pendapatan petani, 

yang merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi lokal secara keseluruhan. 

Perkembangan unit usaha pariwisata dan UMKM desa juga berdampak signifikan terhadap 

kebutuhan usaha baru dan lapangan kerja. Dalam konteks pariwisata desa, keterlibatan masyarakat 

dalam pengelolaan destinasi wisata berkontribusi pada peningkatan jumlah rumah tangga dan 

penyebaran manfaat ekonomi yang lebih luas di desa. Selain itu, pengelolaan pariwisata berbasis 

aset lokal dapat meningkatkan modalitas sosial dan kohesi masyarakat melalui partisipasi aktif 

(Adnan, 2022) 

Dampak dari banyaknya unit usaha BUMDes ini secara ekonomi dapat digambarkan sebagai 

efek pengganda, di mana peningkatan pendapatan suatu sektor menyebabkan peningkatan aktivitas 

ekonomi sektor terkait. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal 

melalui penggunaan aset desa sebagai sarana pengembangan usaha berkontribusi pada 

pengembangan ekonomi lokal secara lebih dinamis, sehingga meningkatkan kebutuhan akan 

lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup masyarakat (Nurwahidah, 2023). 
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Secara komprehensif, BUMDes mempertahankan peran strategisnya sebagai penggerak 

utama pembangunan ekonomi lokal, tidak hanya di bidang peningkatan Pendapatan Asli Desa (al-

iradat al-maliyah) tetapi juga dalam kesejahteraan masyarakat secara umum. Partisipasi aktif 

masyarakat dalam aset dan unit usaha desa menunjukkan bahwa desentralisasi ekonomi melalui 

pemerintah daerah dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi ketegangan ekonomi dengan 

dunia luar dan memperkuat ekonomi lokal. 

 

3. Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap strategi dan neraca Pendapatan Asli Desa Cipancar 

Dari perspektif siyāsah māliyah, pengelolaan keuangan publik tidak hanya dipahami sebagai 

kegiatan administratif tetapi juga sebagai kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan beberapa 

prinsip di bawah ini: 

a) Keadilan (al-‘adalah) 

Al-Mawardi menjelaskan bahwa pemimpin tidak hanya memperoleh legitimasi dari proses 

pengangkatan oleh ahl al-hall wa al-‘aqd (majlis syura), tetapi juga dari kemampuan dalam 

menegakkan keadilan dan menjaga stabilitas sosial (Al-Mawardi, 1996). Keadilan bukan sekadar 

wacana moral, melainkan menjadi indikator konkret bagi keberhasilan atau kegagalan pemerintah. 

Seorang pemimpin yang gagal menjalankan keadilan dipandang tidak layak untuk memimpin dan 

bahkan dapat diturunkan dari jabatannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur’an 

surat Al-Hujurat ayat 9: 
ۗوَاقَْسِطُوْاۗ  ۗاللهۗیُحَِّۗۗۗ َّنۗۗاِۗۗ  ُّبۗالْمُقْسِطِیْنۗۗ

Artinya: “Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil” (Al-Qur’an, 

Qs. Al-Hujurat [49]:9, terj. Kementerian Agama RI) 

Ayat tersebut memberikan legitimasi bahwa keadilan merupakan prinsip yang tidak dapat 

dipisahkan dari praktik pemerintahan dan penyelesaian persoalan publik. Perintah untuk al-qisṭ 

(berlaku adil) dalam ayat ini bukan hanya ditujukan kepada individu, tetapi lebih luas kepada 

seluruh pihak yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan, termasuk pemerintah dan 

pengelola institusi publik. 

Dalam konteks teori Al-Mawardi mengenai keadilan dan kemaslahatan, ayat ini memperkuat 

pandangannya bahwa keadilan merupakan syarat mutlak bagi berdirinya pemerintahan yang sah 

(siyāsah shar‘iyyah). Bagi Al-Mawardi, keadilan bukan sekadar sikap moral, tetapi fondasi 

normatif yang menjadi standar keberhasilan sebuah pemerintahan. Ketika Allah memerintahkan 

untuk menegakkan keadilan dalam menyelesaikan konflik antarkelompok, sebagaimana disebutkan 

dalam surat Al-Hujurat, hal tersebut sejalan dengan konsep al-‘adl yang dikemukakan Al-Mawardi 

bahwa seorang pemimpin wajib menempatkan hak-hak rakyat secara proporsional dan melindungi 

mereka dari segala bentuk kedzaliman. 

Prinsip keadilan tersebut juga sejalan dengan perintah dalam Al-Qur'an, khususnya QS. 

Al-Hujurat [49]:9 yang menegaskan kewajiban berlaku adil bagi pihak yang memiliki otoritas. 

Dalam praktiknya, pemerintah desa telah berupaya menciptakan akses ekonomi yang lebih merata 

melalui pembukaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM lokal.  

Namun demikian, apabila dilihat dari aspek keadilan prosedural dan administratif, masih 

terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki. Fluktuasi dan penurunan signifikan Pendapatan Asli 

Desa (PADes)/( al-iradat al-maliyah) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tata kelola, 

profesionalisme, dan sistem akuntabilitas keuangan belum berjalan secara optimal. Dalam 

pandangan Ibnu Khaldun, kualitas administrasi dan kapasitas sumber daya manusia merupakan 

faktor penentu keberhasilan pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, meskipun secara 

moral dan distributif prinsip keadilan telah diupayakan, secara struktural dan manajerial masih 

diperlukan penguatan sistem agar keadilan tersebut berkelanjutan. 
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b) Kemaslahatan (al-maṣlaḥah) 

Jika Anda melihat karya Imam al-Ghazali tentang maslahah, itu benar-benar yang terdalam 

dan terlengkap dibandingkan dengan ulama ushul lainnya (Abu Hamid, 2021). Imam al-Ghazali 

memberikan definisi maslahah dengan menyatakan bahwa secara mendasar, maslahah adalah suatu 

ungkapan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat atau menghindari sesuatu yang merugikan. 

Namun, hal tersebut bukan yang kami maksudkan karena tujuan dari penciptaan (khalq) 

adalah mencari kebaikan dan menghindari keburukan, yang disebut maqashid, serta manfaat 

(as-shulhu) yang dihasilkan oleh ciptaan dalam mencapai tujuan mereka (maqashid). Maslahah 

merujuk pada upaya menjaga maksud dasar hukum yang terdiri dari lima aspek, yaitu perlindungan 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang bertujuan untuk melindungi kelima 

prinsip (ushul) ini disebut maslahah, sedangkan apa pun yang merusak kelima prinsip tersebut 

dinamakan mafsadat, dan menolaknya disebut maslahah. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih 

siyasah: 

 

َّرعِیَّةَِمَنُوطٌَََُّرفَُالإِمَامَِعَلَىَالََتصَََ
 بِالْمَصْلَحَةَِ

Artinya: “Kebijakan atau tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus bergantung 

pada kemaslahatan (kepentingan umum)” 

 

Intinya, setiap keputusan, kebijakan, atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin 

atau pemerintah harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan bukan untuk 

kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu. 

Konsep maslahah yang dirumuskan oleh Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa menekankan bahwa 

kebijakan publik harus berorientasi pada pemeliharaan lima tujuan utama syariat (maqāṣid 

al-sharī‘ah), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam 

konteks pengelolaan BUMDes, aspek yang paling relevan adalah perlindungan dan pengembangan 

harta publik. Optimalisasi aset desa seperti tanah bengkok untuk pertanian, pengembangan unit 

ketahanan pangan, serta pengelolaan wisata Curug Cijalu menunjukkan transformasi aset pasif 

menjadi aset produktif yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Upaya ini mencerminkan 

realisasi ḥifẓ al-māl karena harta desa tidak dibiarkan stagnan, tetapi dikelola untuk kepentingan 

kolektif. 

Strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)/(al-iradat al-maliyah) 

melibatkan optimalisasi aset desa dan pengembangan unit usaha BUMDes di Desa Cipancar sesuai 

dengan tujuan utama māliyah, yaitu untuk mendorong kohesi sosial kolektif. 

Al-Mawardi menegaskan bahwa penguasa atau pengelola keuangan publik mempunyai 

tugas untuk menegakkan cita-cita bangsa dan mencegah penggunaan wewenang dalam sumber daya 

perekonomian (Mawardi, 1996). Dalam konteks Desa Cipancar, BUMDes sebagai lembaga 

perekonomian desa mendukung fungsi tersebut melalui produksi barang-barang di sektor pertanian, 

pariwisata, dan UMKM yang berpegang pada prinsip ḥifḍz al-mal (perlindungan dan 

pengembangan harta publik). 

Namun, kontribusi PADes/(al-iradat al-maliyah) yang tidak stabil menunjukkan bahwa 

prinsip-prinsip profesionalisme dan efisiensi dalam siyasah maliyah belum sempurna. Ibn Khaldun 

menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan uang negara sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber 

daya manusia serta sistem administrasi yang transparan dan efektif (Ibnu Khaldun, 2011) 

Pengelolaan kapasitas BUMDes dan sistem keuangan akuntabilitas yang tidak optimal berpotensi 

menghambat keberhasilan terwujudnya secara ideal. 

Selain itu, prinsip keadilan distributif dalam siyasah Maliyah memastikan bahwa manfaat 

ekonomi dari aset desa pengelolaan dapat diungkapkan secara jelas oleh masyarakat umum. Strategi 

pengembangan unit pariwisata dan UMKM di Desa Cipancar telah menciptakan peluang kerja dan 

usaha baru yang selaras dengan konsep ekonomi massa Islam (taqwim al-iqtisadal-mujtama‘ī). 
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Dengan demikian, meskipun kontribusi PADes/(al-iradat al-maliyah) tidak signifikan secara 

kuantitatif, secara kualitatif, kebijakan ini telah menambah nilai keadilan sosial Islam. 

 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan diskusi tersebut, dapat dikatakan bahwa Desa Cipancar telah menerapkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa melalui berbagai 

strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)/(al-iradat al-maliyah), terutama 

dengan mengembangkan unit usaha berbasis potensi lokal dan mengoptimalkan aset desa. Taktik-

taktik ini, yang secara normatif sejalan dengan tujuan menciptakan BUMDes sebagai alat penggerak 

perekonomian desa dan sumber pendapatan desa yang sah, diimplementasikan melalui pengelolaan 

aset produktif desa di sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki dampak kualitatif positif terhadap 

keseimbangan ekonomi Desa Cipancar, meskipun kontribusinya secara numerik masih belum 

maksimal. Melalui penciptaan lapangan kerja, stabilisasi harga pertanian, peningkatan aktivitas 

UMKM, dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa, unit usaha Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) telah memberikan efek pengganda terhadap perekonomian desa. Hal ini 

menunjukkan bahwa BUMDes berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan 

ekonomi lokal di samping berperan sebagai organisasi ekonomi. 

Strategi dan administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cipancar, jika dilihat 

dari perspektif siyasah maliyah, pada dasarnya mewujudkan prinsip-prinsip keadilan distributif, 

kesejahteraan umum, dan penggunaan aset publik untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, masih 

terdapat masalah dengan profesionalisme, tanggung jawab keuangan, dan kemampuan sumber daya 

manusia para pengelola BUMDes, yang menyebabkan pertumbuhan PADes/(al-iradat al-maliyah). 

yang kurang ideal. Untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan desa benar-benar sejalan dengan 

cita-cita siyasah maliyah dan mampu mencapai kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan, 

sangat penting untuk memperkuat tata kelola BUMDes, meningkatkan kompetensi pengelola, dan 

membangun mekanisme pemantauan yang terbuka. 
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